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Abstract  
Polygamy, a practice in which a husband has more than one wife, is permitted in Indonesia if it is approved by a religious court according to legal provisions. Applications for polygamy permits for Civil Servants (PNS) are regulated by Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and related regulations. This research discusses two court decisions regarding polygamy permits for civil servants: Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo and Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Even though they use the same legal basis, these two decisions show different interpretations and results. Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo granted the request by considering the first wife's consent and sociological aspects, while Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA. Pal rejected the application on the grounds that it did not meet the alternative requirements and there was a prohibition on female civil servants from becoming second wives. This normative juridical research uses primary and secondary legal materials, and analyzes cases using deductive methods. The research results show that differences in judges' decisions are influenced by different legal interpretations and factual considerations. Judges at the Palu Court emphasize compliance with strict legal rules, while judges at the Gorontalo Court prioritize considerations of compliance with religious teachings and cumulative requirements.
Keywords: polygamy, Civil Servants (PNS), judge's considerations, legal consequences.



     
      
Abstrak 
Poligami, praktik di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, diizinkan di Indonesia jika memperoleh persetujuan pengadilan agama sesuai ketentuan hukum. Permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi terkait. Penelitian ini membahas dua putusan pengadilan terkait izin poligami bagi PNS: Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, kedua putusan ini menunjukkan perbedaan interpretasi dan hasil. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan persetujuan istri pertama dan aspek sosiologis, sementara Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal menolak permohonan karena alasan tidak memenuhi syarat alternatif dan adanya larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menganalisis kasus dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh penafsiran hukum dan pertimbangan faktual yang berbeda. Hakim di Pengadilan Palu lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat, sedangkan hakim di Pengadilan Gorontalo mengutamakan pertimbangan kepatuhan terhadap ajaran agama dan syarat kumulatif.
Kata Kunci: poligami, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pertimbangan hakim, akibat hukum.
Pendahuluan 
Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah”. Sementara itu, pada pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974, mendefiniskan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya (Dahlan Hasym, 2007, 300-311). Asas monogami ini bersifat terbuka atau tidak mutlak, yang berarti bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, bila dikehandaki dan sesuai dengan hukum agama suami. 
Sifat terbuka dari asas monogami dilihat dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Musolli & Ivan, 2023, 1-18). Kemudian pasal 5 ayat (1), UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 55, 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Poligami menjadi umum di Indonesia dengan syarat izin dari pengadilan Agama. Alasan yang dapat diterima untuk poligami suami diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yakni jika:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Isteri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak mampu melahirkan keturunan.
Meskipun undang-undang memperbolehkan poligami, dapat atau tidaknya seorang suami memiliki lebih dari satu istri tetap membutuhkan persetujuan dari pengadilan agama. Walaupun suami memiliki alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk proses permohonan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari pelayan publik, pegawai negeri sipil (PNS) harus menjadi teladan dalam perilaku, tindakan, dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam menjalankan kehidupan berkeluarga (Yuli Yani, 2022, 12-23).
Aturan mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih berat dibandingkan dengan aturan poligami bagi Masyarakat umum. Syarat tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpoligami terdapat didalam peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil yang telah dirubah dengan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990. Ketentuan penambahan syarat bagi Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat/atasan, adanya persetujuan yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian didalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dijelaskan juga bahwa tidak dizinkan bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari PNS maupun yang bukan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi.
Penulis menemukan perbandingan dalam pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal terkait izin izin poligami sesama PNS. Dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, permohonan izin poligami dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan tertentu. Sementara itu, dalam perkara Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal, izin poligami tidak diterima dengan pertimbangan yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi dan standar hukum oleh hakim, meskipun acuan hukumnya sama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pebandingan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, yang menjadi kunci dalam menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks poligami sesama PNS. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan tentang diberlakukannya hukum dari izin poligami dalam lingkungan PNS. 
Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen diantara perundang-undangan, penetapann majelis hakim, teori hakim, dan teori hukum. (Peter Marzuki, 2011, p. 46). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 
Adapun penggunaan data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa dokumen seperti buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal, pendapat pakar, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dengan cara menginventarisir, mengklasifikasikan, dan mensistematisasikan bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis perspektif dengan memanfaatkan berbagai pendekatan, termasuk analisis peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan studi kasus. Penggunaan logika umum dan penalaran hukum deduktif menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
   
[bookmark: _Hlk169616120]HASIL DAN PEMBAHASAN 
Poligami dalam bahasa Arab, disebut Ta’addud al Zawjat. Asal perkataan Ta’addada berarti bilangan, manakala perkataan al Zawjat diambil dari perkataan al zawjat yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan memiliki arti isteri yang banyak atau berbilang. Poligami merupakan praktik di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimum adalah empat orang. Jika jumlah istri melebihi empat, maka dianggap sebagai penolakan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan dan kesejahteraan pasangan suami istri (Iim Fahimah, 2018, p. 99-110). 
Poligami sudah dikenal sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana setiap bangsa dan umat mengenal praktik tersebut tanpa adanya batasan atau aturan tertentu yang mengaturnya. Kemudian, Islam datang dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mengatur segala aspek, termasuk pernikahan poligami. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung memerintahkan atau melarang poligami, namun memberikan isyarat yang disertai dengan peringatan dan syarat yang berat serta konsekuensi bagi mereka yang melalaikan hak dan kewajibannya. Fokus utama dalam pembahasan poligami, dan menjadi perbincangan banyak orang, adalah tentang keadilan (Abdul Mutakabbir , 2019, p. 62). Mampu bertindak adil terhadap istri-istrinya. Hal ini mencakup adil dalam pembagian waktu, tempat tinggal, biaya hidup, perjalanan, dan kasih sayang.
Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 menjelaskan bahwa pada prinsipnya, seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Jika suami ingin melakukan poligami, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh semua pihak yang terlibat. Adapun persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonan poligami dapat diterima, yaitu syarat kumulatif dan syarat alternatif. Syarat alternatif yaitu: 1) Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. 2)Istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat komulatif yaitu: 1) Adanya persetujuan dari istri. 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anaknya. 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan alternatif yang harus dipenuhi, di mana setidaknya salah satu dari syarat-syarat tersebut harus ada atau dipenuhi. Sementara dalam Pasal 5 ayat 1, persyaratan terdapat kumulatif di mana semua syaratnya harus lengkap dipenuhi (Asalia & Prahasti, 2023, 102-115).
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud untuk melakukan poligami, selain harus mematuhi ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga aturan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua peraturan tersebut mengatur prosedur khusus terkait pengajuan izin poligami bagi PNS. Aturan khusus yang terdapat pada pasal 4 PP NO. 45 tahun 1990 sebagai berikut: 
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. 
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan aturan dan hukum yang mengatur serta membatasi aktivitas dan perilaku mereka. Namun, aturan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya sanksi bagi pelanggar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memperoleh izin dari atasan untuk menikahi lebih dari satu orang dan tidak melaporkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat setidaknya dalam satu tahun sejak pernikahan dilangsungkan, akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi serupa juga diberlakukan bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Pejabat yang melanggar ketentuan terkait penolakan atau pemberian izin perceraian dan poligami bagi PNS juga akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang sama. Ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi PNS tersebut telah diatur dalam Pasal 15, termasuk Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS ALASAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PADA PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN PUTUSAN NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA. Pal
A. Perbandingan Pertimbangan Hakim 
Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini mencakup kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal dengan istilah legal reasoning, saat memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. 
Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian pokok dalam satu putusan, bahkan menjadi inti dari konstruksi berfikir hakim dalam menarik suatu kesimpulan apakah permohonan yang diajukan ditolak atau diterima. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua yaitu (Raymon Dart dkk, 2018, 123-136): 
1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang. 
2. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat permohonan. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis juga dapat disebut sebagai pertimbangan sosiologis.
[bookmark: _Hlk169698031]Pertimbangan hakim pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Terdapat tiga aspek yang harus diwujudkan secara intergratif didalam pertimbangan putusan hakim yaitu aspek yuridis berarti peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok perkara, aspek sosiologis atau kemanfaatan artinya aspek yang mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di Masyarakat dan aspek filosofis artinya aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran. (Raymon Dart dkk, 2018, 123-136).
Adapun Persamaan antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal adalah bahwa keduanya merupakan perkara permohonan izin poligami. Dalam aspek yuridis, Hakim mengacu pada peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok perkara. Kedua putusan tersebut menggunakan ketentuan hukum yang serupa sebagai landasan pertimbangan, terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aspek sosiologis, Kedua putusan pengadilan tersebut memperhatikan kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara pemohon dan istri-istri serta keluarga mereka. Majelis hakim juga mempertimbangkan pekerjaan dan status sosial dari istri kedua, yang dalam kedua putusan tersebut merupakan permohonan dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka pertimbangan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur izin poligami bagi PNS pria, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sementara Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Kemudian aspek filosofis, pada kedua keputusan terletak pada pertimbangan terhadap alasan pemohon. Meskipun alasan yang dikemukakan berbeda-beda, Majelis Hakim memutuskan dengan serius motif dan kebutuhan yang disampaikan oleh pemohon. Dalam hal ini, persyaratan formil permohonan izin poligami telah dipenuhi dengan adanya persetujuan istri, kepastian bahwa pemohon mampu menjamin kebutuhan istri-istrinya, dan perlakuan adil dari pemohon.
Sedangkan perbedaan dalam kedua putusan tersebut menurut peneliti adalah kedua permohonan izin poligami tersebut sama-sama tidak memenuhi syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Jika melihat pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. majelis hakim tidak mempertimbangkan persyaratan alternatif dalam permohonan izin poligami tersebut, pada permohonan antara pemohon dan termohon sudah dikaruniai seorang anak dan termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta termohon tidak terbukti mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa sebagai tolak ukur yuridis (kaidah normative) untuk beristeri lebih dari seorang adalah pasal 4 ayat 2 Undang-undang N0 1 Tahun 1974, yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan syarat alternatif. Syarat alternatif merupakan acuan utama dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Apabila syarat alternatif tidak terpenuhi maka seharusnya perizinan poligami tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Selanjutnya, jika penulis melihat pertimbangan hakim, hakim berpendapat bahwa secara dogmatis tujuan perkawinan kedua pemohon meliputi perlindungan kepada janda yang memang memerlukan perlindungan dalam keluarga, yang juga dapat mengangkat status social yang kesemuanya bermuara kepada ibadah semata, dan juga antara pemohon dan calon istri kedua adalah sekufu baik dari sisi umur, maupun dari status sosial, sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan kebahagian bagi keluarga pemohon. Maka peneliti berpendapat pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan apa yang telah dicontohi oleh Rasulullah yakni wanita yang akan dinikahi adalah janda yang hidup bersama anaknya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dari Sahal bin Sa’id bahwa Rasulullah bersabda, “Aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini di dalam surga (beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah).” Dalam kondisi demikian, seorang janda yang mengurus anak yatim sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Rasulullah SAW. sendiri memberikan teladan dalam hal ini. Sebagian besar wanita yang dinikahi oleh beliau merupakan janda yang mengurus anak yatim.
Kemudian dalam persyaratan komulatif yang terdapat dalam permohonan pemohon, majelis hakim telah memeriksa persyaratan tersebut. Syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain persetujuan dari istri dan adanya jaminan untuk berperilaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya tetapi juga harus ada Surat izin atasan untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami. Syarat kumulatif dan syarat alternatif telah diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 5 Undang-undang Perkawinan serta Pasal 57 sampai Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, namun yang membedakan dengan aturan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terletak pada poin yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin atasan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dalam putusan tersebut Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kumulatif salah satunya berupa surat izin atasan yang telah ditanda tangani langsung oleh pejabat berwenang. Majelis hakim atas bukti dan syarat kumulatif yang telah terpenuhi memiliki pertimbangan bahwasannya bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan telah valid.
Dengan demikian Majelis Hakim tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan tentang permohonan izin poligami. Seharusnya hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini haruslah menimbang syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah diatur dalam Undang-undang, apabila syarat alternatif tidak terpenuhi maka hakim seharusnya tidak memberikan perizinan tersebut begitu juga sebaliknya apabila syarat komulatif tidak terpenuhi maka hakim seharusnya tidak memberikan perizinan poligami.
Sedangkan pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. hakim dengan beberapa pertimbangan di persidangan yaitu, syarat berpoligami ada dua yakni syarat kumulatif dan syarat alternative sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut telah terpenuhinya syarat kumulatif dimana selsuai pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telntang Perkawinan, yaitu pada syarat pertama adanya persetujuan istri atau istri-istri dimana hal ini terbukti bahwa termohon telah menyatakan secara langsung dipersidangan. Kemudian syarat kedua suami menjamin mampu menafkahi kehidupan istri dan anak-anaknya. Syarat ketiga yaitu suami menjamin mampu berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya, dinyatakan secara tertulis dan lisan saat persidangan. 
Pengadilan agama memberikan izin kepada suami yang akan melakukan poligami apabila telah terpenuhi salah satu dari syarat alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memiliki keturunan. dalam permohonan tersebut pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan mengenai termohon yang tidak dapat menjalankan kewajiban istri dan keterangan bahwa termohon dalam keadaan sakit, kemudian selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan fakta tersebut permohonan tidak memenuhi syarat alternatif. 
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palu, Majelis Hakim telah sesuai dalam memberikan putusan dengan menolak permohonan pemohon, karena dalam permohonannya tidak terdapat hal-hal darurat yang mengharuskan Majelis Hakim memberikaan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan permohonan tersebut dinyatakan (Niet Onvankelijk Verklaard)
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengacu kepada peraturan Undang-undang yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mana hakim menolak izin poligami pemohon dikarenakan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat alternatif, sehingga hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut kepada syarat-syarat kumulatif, sekalipun pemohon telah berusaha memenuhi persyaratan kumulatif tersebut. Syarat alternatif merupakan acuan utama Pengadilan dalam memutuskan perkara poligami
Jika dilihat dari aspek sosiologis hakim pengadilan Gorontalo mengutamakan perlindungan terhadap janda dan peningkatan status sosial pada calon istri pemohon, dan juga antara pemohon dan calon istri pemohon sekufu baik dari sisi umur, maupun status sosial, sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan kebahagian bagi keluarga pemohon. Sedangkan hakim pengadilan Palu mempertimbangkan situasi keluarga yang sudah ada dimana pemohon dengan termohon telah memiliki enam orang anak dan termohon tidak memiliki bukti cacat badan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan medis atau kebutuhan khusus yang mendasari permohonan poligami dari sudut pandang kesehatan atau kebutuhan fisik.  
Kemudian dalam aspek filosofis, hakim pengadilan Gorontalo menilai bahwa calon istri kedua pemohon adalah seorang janda dengan memiliki tiga orang anak, hal ini dapat memberikan perlindungan kepada janda yang memang memerlukan perlindungan dalam keluarga dan juga dapat mengangkat status socialnya. Terlebih pemohon dan calon istri kedua pemohon telah saling mencitai dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Sedangkan hakim pengdilan Palu melihat fakta di persidangan bahwa calon istri kedua pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mengetahui aturan yang melarang wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990. Hal ini menjadikan pertimbangan hukum yang penting dalam keputusan tersebut, karena melanggar peraturan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum bagi wanita PNS yang menjadi istri kedua
B. [bookmark: _Toc172711938]Analisis Alasan Penerimaan dan Penolakan Permohonan Izin Nikah di Pengadilan Gorontalo dan Pengadilan Agama Palu
Berdasarkan putusan perkara di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dengan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal yang menyebabkan perbedaan putusan. Kedua hakim menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu kedua putusan tersebut sama-sama tidak memenuhi syarat alternatif. Dimana syarat alternatif merupakan acuan dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Apabila syarat alternatif tidak terpenuhi maka seharusnya perizinan poligami tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun putusan yang dihasilkan berbeda, pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo permohonan pemohon diterima, sementara pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal permohonan pemohon ditolak. 
Dalam Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal, majelis hakim lebih mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, serta melihat situasi keluarga pemohon yang sudah ada yakni pemohon dan termohon yang telah memiliki 6 orang anak. Selain itu, hakim Pengadilan Palu hakim melihat persyaratan kumulatif dan alternatif dengan lebih ketat, memastikan bahwa kondisi termohon seperti kemandulan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan telah terpenuhi, terlebih pemohon tidak ada surat permohonan izin dari atasan. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan hukum dengan jelas dan pasti sebagai pedoman kelakuan yang adil karena pedoman kelakuan itu harus mendukung suatu tatanan yang dinilai wajar. Dalam perkara ini, hakim mengedepankan syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, majelis hakim lebih mempertimbangkan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam memutuskan permohonan poligami yakni adanya perlindungan keluarga terhadap janda dan anak-anak dan yang paling utama adanya surat izin dari atasan untuk berpoligami. Hakim di Pengadilan Gorontalo lebih menekankan pada syarat kumulatif tanpa mempertimbangkan syarat alternatif. Majelis hakim pengadilan Agama Gorontalo menganggap bahwa syarat alternatif bukanlah syarat yang menjadi perhatian penting dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Meskipun tidak terpenuhinya syarat alternatif secara kasuistik majelis hakim juga menerima permohonan tersebut dengan syarat adanya persetujuan dari istri untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang. Hal yang paling penting dari majelis hakim berdasarkan pertimbangan di atas adalah syarat kumulatif yang meliputi beberapa aspek yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian mampu memberikan keperluan istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan mampu berlaku adil. Bukti yang menerangkan adanya persetujuan istri sebelumnya dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan persetujuan dari istri pertama dan pernyataan persetujuan di persidangan, kemudian pembuktian adanya kemampuan memberi keperluan dibuktikan dengan membuat surat keterangan penghasilan suami dan terakhir guna membuktikan mampu memperlakukan secara adil dibuktikan dengan surat pernyataan suami.
Meskipun majelis hakim telah keluar dari aturan undang-undang dengan mengesampingkan syarat alternatif, namun majelis hakim sudah memilih jalur yang lebih responsif dan progresif. Majelis hakim telah merespon tuntutan dari pemohon untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan dengan mengajukan sejumlah bukti. Melalui bukti-bukti yang disampaikan di persidangan telah memberikan keyakinan kepada hakim untuk menerima permohonan izin poligami. Putusan hakim tersebut telah mulai dari paradigma memutuskan perkara kepada paradigma menyelesaikan. Orientasi putusan tersebut sudah mulai bergeser ke arah yang lebih progresif demi mewujudkan yang bersifat substantif kepada rakyat (bringing substanstive justice to the people). 
Hakim memiliki independensi dalam mengabulkan maupun menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. Independensi hakim dalam putusan tersebut terlihat dengan tidak sepenuhnya mengikuti aturan tertulis akan tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam putusan di mana faktanya memang memperlihatkan adanya persetujuan yang diberikan oleh istri pertama. Majelis hakim meskipun telah keluar dari teks undang-undang akan tetapi tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi istri pertamanya. Istri pertama tetap dimintakan persetujuan sehingga putusan yang diambil dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan bagi istri pertama dan calon istri keduanya. Putusan hakim yang mengesampingkan syarat alternatif tersebut menunjukkan tindakan yang progresif. Hukum progresif sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahardjo adalah hukum yang senantiasa memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada manusia. Hukum untuk manusia dan sudah sepantasnya dengan hadirnya aturan hukum dapat memberikan nilai-nilai kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Pengesampingan aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi keduanya. Istri yang pertama tidak menjadi tersakiti karena sudah dimintakan persetujuannya begitu juga dengan istri keduanya menjadi terlindungi dan memperoleh kepastian hukum terhadap diri dan anak-anaknya 
Dari kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar hukumnya dan permasalahannya sama, yang membedakannya adalah penafsiran hakim terhadap peraturan yang ada. Hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang baik tidak hanya berdasarkan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan hati nuraninya untuk memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut. Putusan hakim yang hanya berdasarkan hukum tanpa mempertimbangkan hati nurani akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Meskipun demikian, putusan hakim sejatinya dihadirkan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam kerangka tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gustav Radbruch dalam Leawoods (2000) yang menyatakan bahwa penerapan dan penegakan hukum yang baik harus mampu memberikan pertimbangan proporsional terhadap tiga nilai, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang sifatnya saling berkaitan.
Simpulan 
Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa: Perbandingan antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal menunjukkan bahwa meskipun kedua putusan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo mengabulkan izin poligami dengan menekankan persetujuan istri pertama dan alasan pribadi pemohon sebagai faktor penting. Sebaliknya, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal menolak izin poligami dengan mempertimbangkan faktor objektif seperti situasi keluarga, jumlah anak, kondisi fisik, dan ketidaktahuan calon istri kedua mengenai larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua.
Perbedaan ini mencerminkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh penafsiran hukum dan pertimbangan faktual yang berbeda dalam setiap kasus. Hakim di Pengadilan Agama Palu lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat dan syarat alternatif, sedangkan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo lebih mengutamakan pertimbangan kepatuhan terhadap ajaran agama dan syarat kumulatif. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sesuai dengan situasi konkret di persidangan memainkan peran penting dalam putusan hakim, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda meskipun dalam konteks hukum yang sama.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seharusnya hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi kekeliruan dan menghasilkan putusan yang akurat. Ketelitian ini penting karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terlibat. Konsistensi dalam penerapan hukum sangat diperlukan agar keputusan hakim dapat menjadi panduan yang jelas bagi masyarakat. Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk istri dan anak-anak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum formal tetapi juga mempromosikan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian masyarakat terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak berpoligami harus memenuhi dan menyiapkan semua persyaratan yang diatur oleh undang-undnag agar permohonan tersebut berkekuatan hukum. 
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